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ABSTRAK 

 

Kepastian Hukum Penyelengaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 

Terhadap Pembayaran Bea Perolehan  

Hak Atas Tanah Dan Bangunan 

 

Oleh : Suparman Budi Cahyono 

  

 Program Pendaftaran Tanah Lengkap Sistematis (PTSL) dirancang 

Pemerintah untuk mendaftarkan tanah yang belum terdaftar, dengan pelaksanaan 

pendaftaran secara sistematis dan terencana, maka program ini diharapkan dapat 

mengurangi sengketa tanah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui 

pengakuan hak tanah yang jelas dan sah. Tujuan dari penelitian ini adalah 

menganalisa tentang ratio legis pengaturan kewajiban pembayaran pungutan 

BPHTB/PPH dan akibat hukum penerbitan sertipikat hak atas tanah dalam hal 

pelanggaran pembayaran perolehan hak atas tanah. Penelitian ini menggunakan 

metode diskriptif analisis dengan jenis yuridis normatif serta Sumber bahan 

hukum yang digunakan dari sumber bahan hukum primer dan sekunder. Hasil 

yang diperoleh dari penelitian ini bahwa ratio legis dalam pembentukan Undang-

Undang Pokok Agraria (UUPA), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 telah dirancang secara komprehensif 

dan konsisten dengan berbagai tujuan pendaftaran tanah. Berdasarkan Permen 

ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 30, tidak semua bidang tanah dapat 

dibukukan PTSL, Sehingga mengakibatkan keterlambatan dalam legalisasi 

kepemilikan tanah serta berpotensi menimbulkan konflik kepemilikan dan 

penerbitan sertipikat tanpa pelunasan pajak dapat mengurangi kepastian hukum 

dan menibulkan akibat hukum yaitu adanya kontadiksi dan ambiguitas tentang 

BPHTB terutang pada PTSL antara Permen ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 dan 

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 dengan Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2023 Pasal 59 ayat 10 dan Pasal 60 Ayat 1 (a).  
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ABSTRACT 

 

 

Legal Certainty of the Implementation of Complete Systematic Land Registration 

Against Payment of Acquisition Fees  

Land and Building Rights 

 

Oleh : Suparman Budi Cahyono 

 

 The Complete Systematic Land Registration (PTSL) program was designed 

by the Government to register unregistered land, with the implementation of 

systematic and planned registration, this program is expected to reduce land 

disputes and improve the welfare of the community through the recognition of 

clear and legal land rights. The purpose of this study is to analyze the ratio legis 

of the regulation of the obligation to pay BPHTB/PPH levies and the legal 

consequences of issuing land rights certificates in the event of a violation of 

payment for the acquisition of land rights. This research uses a descriptive method 

of analysis with normative juridical types and sources of legal materials used 

from primary and secondary legal sources. The results obtained from this research 

are that the ratio legis in the formation of the Basic Agrarian Law (UUPA), Law 

Number 1 of 2022, and Government Regulation Number 35 of 2023 have been 

designed comprehensively and consistently with the various objectives of land 

registration. Based on Permen ATR / BPN Number 6 of 2018 Article 30, not all 

land parcels can be recorded PTSL, resulting in delays in legalizing land 

ownership and potentially causing ownership conflicts and issuing certificates 

without tax payment can reduce legal certainty and have legal consequences, 

namely the existence of contradictions and ambiguities regarding BPHTB payable 

on PTSL between Permen ATR / BPN Number 6 of 2018 and Presidential 

Instruction Number 2 of 2018 and with Law Number 35 Year 2023 Article 59 

paragraph 10 and Article 60 Paragraph 1 (a). 
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